KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN &
PUTUSAN %

Nomor: 005/VI/KI-BANTEN-PS—M-A/2012,

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANT@

%S
1. IDENTITAS

[1.1] Komis Informasi Provins Banten yang erlE%\, memutus dan menjatuhkan

putusan dalam Sengketa Informasi Publik NQO%/III/REG-KI-BANTEN/2012 yang

'\
Nama . LSM GALAK@M nsi Banten

digukan oleh:

Alamat . J.KH. Fat%an Gang. Karya Bakti 2 No.45 Serang — Banten
Selanjutnya disebut sebagai l%hon

K Terhadap

Nama Badan Pu\: Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten

Alamat . J. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B Serang — Banten

,~
Sel 'anj L@isebut sebagai Ter mohon

. Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

! Q Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
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2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan Q
[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohon esaian
sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 28 Maret

4
2012, dan sdlanjutnya diregister dengan Registrasi Sengketa Nom~46/III/REG-KI-

BANTEN/2012. @
2

[2.2] Pada tanggal 24 Januari 2012, Pemohon men an permohonan informasi

Kronologi

secara tertulis kepada Termohon. Adapun informasi imohon oleh Pemohon adalah

informasi secaratertulis berbentuk CD, disket, Q% mengenai:

1. Namanama pegawai TKK, TKS dan PNS di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten, serta alwgkapnya;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (I@ Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Dinas Sumber Daya Air dan an Provinsi Banten Tahun 2011, 2010; dan

3. Lampirkan rincian Anggar ja Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi
Banten APBD 2010 da@g Lampirkan SPK, sepek dan gambarnya? Sesuai Keppres

54 tentang Pengad arang dan Jasa?

[2.3] Pada ta@ebruari 2012, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris

Daerah Provinsi Banten dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak ditanggapi.

4
[2.4] %tgggal 04 Mei 2012, dilakukan upaya Mediasi Pertama, namun para pihak

b encapal kesepakatan dan bersepakat akan melakukan upaya Mediasi Kedua pada

@bu, tangga 09 Mei 2012 Pukul 13.00 WIB,;
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[2.5] Padatangga 09 Mei 2012, dilakukan upaya Mediasi Kedua, terdapat beberapa hQ)Q
yang disepakati oleh para pihak, yakni: &
a. Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh Pemoho@m
bentuk hard copy dokumen mengenai Nama-nama pegawai TKS d@ﬂs di
lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Bantemn alamat
lengkap sesuai dengan data base kepegawaian yang dimiliki Termohon, namun
untuk dokumen mengenai TKK tidak diberikan karena tidal@d tidak dikuasal
oleh pihak Termohon; Q
b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan'w Perangkat Daerah di
lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan Pemuki oni nsi Banten Tahun 2011,

2010 ada dan dikuasai oleh pihak Termohon entuk DPA APBD Tahun 2010

dan 2011;

c. Tidak terjadi kesepakatan untuk pembe%okumen DPA APBD Tahun 2010 dan
2011 serta dokumen rincian A'nwn belanja Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten A@Olo dan 2011 yang menyebabkan para pihak
menarik diri dari perundin Ingga Mediator menyatakan proses Mediasi gagal
sebagaimana dimaksu Pasal 35 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor

2 Tahun 2010 tent ur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

K

Alasan Permohon elesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Karenatk%tanggapi nya permintaan informasi oleh Termohon.

4
Petitum \
[2.41 Mnta Komis Informasi Provins Banten menyatakan Termohon telah salah

&

@Id&k memenuhi permintaan informasi yang dig ukan Pemohon, sehingga Termohon
O

\%

memenuhi permintaan informasi yang digjukan oleh Pemohon.
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B. Alat Bukti Q)Q
K eterangan Pemohon &

[28] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 13 Juni 2012, I@)n
menyatakan bahwa informas yang diminta olen Pemohon bukan merupakar@fmasi

yang dikecualikan dan harus diberikan kepada pihak Pemohon sesu gan hak
masyarakat yang diatur dalam undang-undang untuk mengetaui pel iﬁan administratif

yang dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provi W en.

Sur at-Surat Pemohon Y 4 Q

[29] Menimbang bahwa Pemohon mengaukan bukti su@tulis&bagai berikut:

Salinan Akta Lembaga Swadaya Masyarerakan Rakyat Lawan

Bukti P-1 | Korupsi” (GALAKSI) No. 28, tertang &*9uli 2010 yang ditandatangani
oleh NotarisH. M. Islamsyah Arifi

Bukti p-2 | Kartu TandaPenduduk atasn Johari selaku KetuaLSM GALAKSI
Provinsi Banten, dengan NIK: 36 0705760002.

Bukti P-3 Sdlinan Surat  Permohol Informasi Publik yang ditujukan kepada
Termohon, tertanggal 24 | | 2012.

, Salinan Surat keberat tidak ditanggapinya permohonan informas,

Bukti P-4 .
tertanggal 13 Februari

Bukti P-5 Surat Permohonan ian Sengketa Informasi Publik Kepada Komis
Informasi Provin , tertanggal 28 Maret 2012.

~

[2.10] Bahwa badazia@l-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta k gjelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer Q
a Mengabhermohonan Pemohon;

b. intahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang

@ta Pemohon.
2. '~ier

@nberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan

! Qperundang-undangan yang berlaku.
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Keterangan Ter mohon Q)Q

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertangga 13 Juni 2012, Term
menyatakan bahwa dokumen yang diminta oleh pihak Pemohon tidak dapat c@an
karena permintaan Pemohon harus dikoordinasikan terlebih dahulu kepadal

sehingga belum terdapat titik temu untuk pemberian dokumen.

'4
[2.12] Menimbang bahwa banyaknya kegiatan yang dilakuk&eh Termohon

menyebabkan Termohon membatasi hanya akan membeikan 3 (ﬁé@ian kegiatan yang

telah dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Pemuk'yg vinsi Banten.

Surat-Surat Termohon A

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan b 'tht/tertulis sebagal berikut:

Surat Kuasa Nomor: 800/248.2/ 2012, tertanggal 05 Juni 2012 dengan
Pemberi Kuasa Ir. ling Suwargi;¥¥€epala Dinas Sumber Daya Air dan
Pemukiman Provinsi Banten selaku atasan PPID tentang pemberian kuasa
untuk menghadiri Sidangjwdikasi Nonlitigas terkait sengketa informasi
No. Register sengketa /IREG-KI-BANTEN/2012 antara LSM
GALAKSI dengan Di mber Daya Air dan Pemukiman Provinsi
Banten yang diselengg pada Hari Rabu/ Tanggal 13 Juni 2012 dan

Bukti P-1

Tangga 27 Juni 201 ang Serba Guna DPRD Provins Banten.

[2.14] Bahwa berdasarkan &@ yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon pada prinsipn

putusan: K

1. Primer

ohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan

a. Menerim an Termohon

b. Minolak permohonan Pemohon

2 SU%
ﬁ@ kan putusan yang seadil-adilnya.
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N

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesi meb%:k

secara lisan maupun tertulis. %

4
4. PERTIMBANGAN HUKUM \

<

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan( *}h mengenai permohonan

3. KESIMPULAN PARA PIHAK @Q

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana di am Pasal 35 ayat (1) huruf

d dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun E@emtang Keterbukaan Informasi

Publik juncto Pasal 3 ayat (2) huruf a dan P at (4) huruf b Peraturan Komisi

Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Peayel esaian Sengketa Informasi Publik.

4
[4.2] Menimbang bahwa memasuki % permohonan, Majelis Komisioner akan
mempertimbangkan terlebih dahulu @bagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Infor ovins Banten untuk memeriksa, memutus, dan
menjatuhkan putusan ter%p mohonan a quo;
2. Kedudukan hukum ding) Pemohon.

Terhadap kedua hal t | atas, Mgjelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan%isi Informasi Provinsi Banten

[4.3] imbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27
ayat (1)% huruf b dan huruf ¢, Pasal 27 ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf
e %dang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto
@ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf ¢ dan huruf d, Pasal 3 ayat (4) huruf b, dan

: Q a 42 Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian
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Sengketa Informas Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenarQ)Q

menyel esaikan Sengketa Informasi Publik melalui gjudikasi. &

[4.4] Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan Permohonan %an
sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permi% ormasi
berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d dan huruf e
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Inftﬁ“Publik juncto

Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pasal 3 ayat (3) huruf ¢ dan huruf d, dan @3 ayat (4) huruf b

Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang R yelesaian Sengketa

Informasi Publik. :

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian parg@ﬂ dan paragraf [4.4], Madlis
Komisioner berpendapat bahwa Komisi InforQb

menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

enang memeriksa, memutus, dan

4
[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan y ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Inform Ik juncto Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi
Informasi Nomor 2 Tahun 2010&9 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
yang pada pokoknya m%r Komis Informasi Provins Banten berwenang
menyelesaikan Sengk as Publik apabila Permohonan Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik m@ t Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.7] Menimbwwa Termohon adalah Badan Publik Tingkat Provinsi, yang

berkedud;kan di Provinsi Banten.

[4.9 @nbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] dan paragraf [4.7] Maé€lis

KomiSer berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa,
&JS, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

R
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B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Q)Q
[49] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasa 35 ayat (1) huruf @
huruf e, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor n

2008 tentang K eterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ay@ﬁuruf

d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi 1 Tahun

2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka, Pasa 6 ayat (1) dan

ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 11 huruf a Peraturan K slformasi Nomor

2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Inf Publik yang pada
pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Pu'l~/ang telah menggjukan

permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik k: Komis Informasi Provinsi

Banten setel ah terlebih dahulu menempuh upaya ket{erada Termohon.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta p@onan:

1. Sdlinan Akta Lembaga Swadaya ylasyarakat “Gerakan Rakyat Lawan Korupsi”
(GALAKSI) No. 28, tertangga 30 guli 0 yang ditandatangani oleh Notaris H. M.
Islamsyah Arifin, S.H. dan Kar a Penduduk atas nama M. Johari selaku Ketua

LSM GALAKSI Provins @ dengan NIK: 3603970705760002. (Bukti P-1 dan

Bukti P-2); {

2. Pemohon telah m j permohonan Informasi Publik kepada Termohon tertanggal
24 Januari 2012. -3);
3. Pemohon t meNga ukan keberatan kepada Termohon tertanggal 13 Februari 2012.
(Bukti P-4); dan
4. Pemo engajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada
'Kor@formasi Provins Banten tertanggal 28 Maret 2012. (Bukti P-5).

N Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] dan paragraf [4.10] Majelis
isioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal

& standing), selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan pokok permohonan.
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C. Pokok Permohonan Q)Q

[4.12] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun ja\@

Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui mau;@mg

menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: (b’

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah o mohon,
karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dgh [ ermohon sehingga

hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pu agaimana diuraikan
dalam duduk perkara; '\

b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan Aa Termohon sebagaimana
diuraikan dalam duduk perkara; O

2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bathJr yang diminta adalah informasi

yang dimaksud pada paragraf [2.2];

'\
D. Pendapat M aj€elis
[4.13] Menimbang bahwa terhad a yang menjadi perselisshan hukum di atas,

Magjelis Komisioner akan memb@perti mbangan dan penilaian hukum sebagai berikut.

N

1. Dokumen DPA Di ber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten APBD
Tahun 2010 dan 2

[4.14] Menimbgng a dalam surat permohonan tertanggal 24 Januari 2012 (Bukti P-3)

disebutkan bahv%mintaan informasi publik berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) !@Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Dinas Sumber Daya Air dan

Pemuki rovinsi Banten Tahun 2011.

: M
[ enimbang bahwa dalam Mediasi disepakati bahwa dokumen yang dimaksud

paragraf [4.14] ada dan dikuasai oleh pihak Termohon dalam bentuk DPA APBD

%fahun 2010 dan 2011.
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[4.16] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 T?Q)

2008 tentang K eterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yan %ti
rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tah adan
Publik.”

[4.17] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peratvg)’misi Informasi

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik m bahwa:

”Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkﬁrmasi Publik berupa

; g sedang dijalankan

ringkasan informasi tentang program dan/atau keg
dalam lingkup Badan Publik seperti anggaran progra% kegiatan yang meliputi

sumber dan jumlah.”

[4.18] Menimbang bahwa Penjelasan Pasal 11 ayat 1@.# b angka 5 Peraturan Komisi
a’n

Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang StaIQ
bahwa:

”Yang dimaksud dengan informagi%;aran meliputi ringkasan informasi seperti
Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti
rincian DIPA, rincian Daftar sanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja

anggaran, proposal, dll.” (b

[4.19] Menimbang bahwa P@a (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1

Tahun 2010 tentang Stand

an Informasi Publik menyatakan

an Informasi Publik menyatakan bahwa:

”(1) Setiap or erhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan

mengetahylin as serta mendapatkan salinan Informasi Publik.

(2) Badan P@\@'ib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
peng@sau Informasi Publik dan penyediaan Informasi Publik berdasarkan
permo

[4.20] I\/(ewang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf
[4.}9], %is Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik a quo adalah

if& yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

O
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2. Dokumen Rincian Anggaran Belanja Dinas Sumber Daya Air Dan Pemukimaq)Q
Provins Banten APBD 2010 dan 2011 &

[4.21] Menimbang bahwa surat permohonan Pemohon perihal permintaan informa@k

berupa dokumen lampiran rincian Anggaran belanja Dinas Sumber Day@' dan

Pemukiman Provinsi Banten APBD 2010 dan 2011 berupa SPK, sepek dan g nya

4
[4.22] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-UndanNmor 14 Tahun

2008 tentang K eterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: @

”Badan Publik wajib menyediakan Informasi Put)ii Qsﬂ yang meliputi

rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkir eluaran tahunan Badan

Publik.” :

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf@S Peraturan Komisi Informasi
m

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik menyatakan bahwa:
”Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Secara berkala Informasi Publik berupa
ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan
dalam lingkup Badan Publik sepervgaran program dan kegiatan yang meliputi
sumber dan jumlah.”

bahwa:

”Yang dimaks%gan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti
naan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti

Daftar Isian
rincian DI cian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja
anggararw al, dll.”
[4.25] Wni mbang bahwa Pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun % ang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa:
'* iap orang berhak memperoleh Informasi Publik dengan cara melihat dan
mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi Publik.

2) Badan Publik wajib memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
pengumuman Informasi Publik dan penyediaan Informasi Publik berdasarkan

: Q permohonan.”
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[4.26] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.21] sampai dengan paragrQ)Q

[4.25], Mgjelis Komisioner berpendapat bahwa permintaan informasi publik a quo
,~

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Korg™s berkesimpulan:

informasi yang terbuka sehingga dapat diakses oleh publik.

5. KESIMPULAN

[5.1] Komis Informasi Provins Banten berwenang untﬁl@nerik&a, mengadili, dan

memutus perkara a quo. A

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum @I standing) untuk mengajukan

permohonan penyel esaian sengketa informasi dalam perkara a quo.

[5.3] Dalil-dalil Termohon tidak beral &@nurut hukum untuk sebagian.

4

{@MAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan ;&\onan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.2] MenyatNahwa informasi yang diminta pemohon berupa dokumen DPA Dinas

Sumber Daya Air dan Pemukiman Provins Banten APBD Tahun 2010 dan 2011 adalah

4
informasi éxyersifat terbuka.

[6.g~enyatakan bahwa permohonan informasi Pemohon berupa dokumen lampiran

r@ Anggaran belanja Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten APBD

! @O dan 2011 berupa SPK, sepek dan gambarnya adalah informasi yang bersifat terbuka.
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[6.4 Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimarq)Q
dimaksud dalam paragraf [6.2] dan paragraf [6.3] dalam waktu selambat-lambat 0

(sepuluh) hari kerja sgjak salinan putusan diterima oleh Termohon.

[6.5] Menetapkan biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen igfg ‘

dibebankan kepada Pemohon.

(O\
S
A
{O
Q

é)\
Y
N
O

“

&

2
N
S
%
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Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Aldmsv
Basri selaku Ketua merangkap Anggota. Yhannu Setyawan, dan Toni Anwar M 1alw
masing-masing sebagai Anggota. pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012 dan dl@
dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 0%l 1|clls
Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas. dengan didampingi Petugas

Kepaniteraan. serta dihadiri oleh Termohon danPemohon.

Anggota Majelis '\

‘& - (Toni Anwar Mahmud)

(Yhannu Setyawan)

Panitera

‘~

S
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Untuk salinan putusan ini adalah sah dan sesuai aslinya dan diumumkan kepada masmral\d Q
berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PL&

dan Pasal 61 ayat (5) dan ayat (0) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Fahu@

tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang. 28 Juni 2012 @
. “Panitera Q




